
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIK



- Pasca Sarjana, MMT ITS Surabaya

- Sertifikat Keahlian PBJP Kategori L4

- Sertifikat Kepemimpinan dan Manajerial PBJ LKPP-MCAI

- Sertifikat Keahlian PBJ LKPP-MCAI

- Sertifikat Fasilitator PBJP LKPP

- Sertifikat Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional

Pengelola PBJ Muda

- Sertifikat Kompetensi Kelompok Kerja Pemilihan oleh BNSP

- Kasubbag Pelayanan Pengadaan BLPBJ Gresik

- Mentor Pusat Keunggulan Pengadaan LKPP

- Pengurus IAPI DPD Jatim Periode 2019-2022 (seksi pelatihan dan

sertifikasi)

- Pengelola PBJ

- Mentor CoE LKPP-MCAI

- Champion ULP Percontohan LKPP-MCAI

- Terlibat dalam penyusunan materi Pelatihan PBJP Tingkat Dasar

- Terlibat dalam penyusunan materi kompetensi PBJP

- Terlibat dalam penyusunan buku tugas On The Job Training (OJT)

berdasarkan KKT dan SKJ PBJP



1. PERATURAN PBJP

2. PENGERTIAN, GARIS BESAR, JENIS PENGADAAN

3. PELAKU PENGADAAN

4. PBJ ELEKTRONIK

5. TAHAP PROSES PENGADAAN

A. PERENCANAAN PENGADAAN

B. PERSIAPAN PENGADAAN

C. PERSIAPAN PEMILIHAN

D. PELAKSANAAN PEMILIHAN

E. PELAKSANAAN KONTRAK

F. SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

POKOK BAHASAN



https://nasional.kompas.com/read/2018/03/05/14104811/kpk-lkpp-dan-

pemda-bahas-pencegahan-korupsi-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa

KPK, LKPP, dan Pemda Bahas Pencegahan 

Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa

https://nasional.kompas.com/read/2018/03/05/14104811/kpk-lkpp-dan-pemda-bahas-pencegahan-korupsi-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa


1. Peraturan PBJP



1. Peraturan PBJP



1. Peraturan PBJP
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“Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa 

oleh

Kementerian/Lembaga/Perangkat 

Daerah yang dibiayai oleh 

APBN/APBD yang prosesnya sejak 

identifikasi kebutuhan, sampai 

dengan serah terima hasil 

pekerjaan”

Pengertian Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah 

Pasal 1 angka 1







3. PELAKU PENGADAAN



4. PBJ ELEKTRONIK



 Penyelenggaraan PBJ dilakukan secara elektronik

menggunakan SI yang terdiri atas SPSE dan sistem

pendukung

 Pelaksanaan PBJ melalui Penyedia dilakukan melalui

aplikasi SPSE dan sistem pendukung

Pasal 69 ayat 1, Per LKPP 9/18 Pasal 3

MAKA

termasuk Pengadaan 

Langsung dilakukan 

melalui SPSE

TA 2019 Keseluruhan 

proses PBJ dilakukan 

elektronik dengan SPSE 

4.3

4. PBJ ELEKTRONIK



E-PURCHASING

Komoditas Kategori & Produk

4. PBJ ELEKTRONIK



5. Tahap Proses Pengadaan

KONTRAK-PPK-TIM SKL

Tahap Proses Pengadaan

PERENCANAAN 

PENGADAAN-BAB IV

(PA/KPA-PPK)

PASAL 18 - 22

PEMILIHAN – POKJA 

PEMILIHAN/PP-TIM SKL

v Pelaksanaan Skl

(47)

v Pengawasan & 

perwab skl (49)

v Pelaksanaan 

Pemilihan (50)

v Tender/Seleksi 

Gagal (51)

v Metode Pemilihan 

Penyedia (38,41)

v Metode evaluasi Penyedia 

(39,42)

v Metode Penyampaian 

dokumen Penyedia 

(40,43)

v Kualifikasi (44)

v Jadwal (45)

v Dok pemilihan(46)

@awn

PERSIAPAN PENGADAAN-BAB V (23-46)

PENGADAAN-PPK PEMILIHAN - UKPBJ

SERAHTERIMA

PPK>>PA/KPA (58)

PENYEDIA>>PPK

v Swakelola (23-25)

v HPS (26)

v Rancangan Kontrak

(27-28)

v Spekteknis/KAK

v Uang muka, jaminan, 

sertifikat garansi, 

penyesuaian harga 

(29-37)

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA 

PEMERINTAH –BAB VI, VII – (47 – 57)

v Pelaksanaan Skl (47)

v Pembayaran Skl(48)

v Pengawasan dan 

perwab skl (49)

v Pelaksanaan Kontrak 

(52)

v Pembayaran prestasi 

(53) 

v Perubahan kontrak (55)

v Penyelesaian kontrak 

(56)

v Serah 

terima 

PPK ke 

PA/KPA 

(58)

v Cek

PPHP,PjP

HP

v Serah 

terima 

Penyedia 

ke PPK 

(57)

vPerencanaan	
Pengadaan	
Identifikasi 

Kebutuhan,Penetap

an,Cara,Jadwal,An

ggaran (18)
v Spesifikasi

Teknis/KAK	(19)
vPemaketan (20)
vKonsolidasi (21)
vRUP	(22)



A. PERENCANAAN 

PENGADAAN



B. PERSIAPAN PENGADAAN



C. PERSIAPAN PEMILIHAN



D. PELAKSANAAN PEMILIHAN
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Pelaksanaan Pemilihan

• Pemilihan dapat segera dilaksanakan

setelah RUP diumumkan

• Untuk barang/jasa yang kontraknya

harus ditandatangani pada awal

tahun, pemilihan dapat dilaksanakan

setelah penetapan Pagu Anggaran

K/L atau persetujuan RKA Perangkat

Daerah yang dilakukan setelah RUP

diumumkan melalui SIRUP

Pasal 50 ayat 8-9

Pemilihan tidak dapat dilaksanakan sebelum RUP 

diumumkan 



E. PELAKSANAAN KONTRAK
Secara ringkas, pelaksanaan Kontrak meliputi:

a. Penetapan SPPBJ

b. Penandatanganan Kontrak

c. Penyerahan Lokasi Kerja

d. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP)

e. Pemberian Uang Muka

f. Penyusunan Program Mutu

g. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

h. Mobilisasi

i. Pemeriksaan Bersama

j. Pengendalian Kontrak

k. Inspeksi Pabrikasi

l. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

m. Perubahan Kontrak

n. Penyesuaian Harga

o. Keadaan Kahar

p. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak

q. Pemutusan Kontrak

r. Pemberian Kesempatan

s. Denda dan Ganti Rugi
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PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani 
Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran 
belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat 

mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia 
untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

Ikatan Perjanjian

Pasal 52 ayat 2



Bentuk Kontrak
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Bentuk kontrak Barang Konstruksi Jasa lainnya Konsultansi

Bukti pembelian/

pembayaran
≤ 10 juta n/a ≤ 10 juta n/a

Kuitansi ≤ 50 juta n/a ≤  50 juta n/a

Surat Perintah

Kerja (SPK)

> 50 juta 

s.d 200 juta
≤ 200 juta

> 50 juta s.d 

200 juta
≤ 100 juta

Surat perjanjian > 200 juta > 200 juta > 200 juta > 100 juta

Surat pesanan
e-purchasing/pembelian melalui toko 

daring

Pasal 28



Tambahan: perubahan

jangka waktu pelaksanaan

pekerjaan dikarenakan

jadwal pelaksanaan

pekerjaan yang ditetapkan

sebelumnya akan melewati

batas tahun anggaran;

Peserta yang tidak dapat membuktikan Sertifikat

Kompetensi Kerja untuk personel manajerial yang

diusulkan dalam dokumen penawaran saat rapat

persiapan penunjukan penyedia dikenakan sanksi

sebagai berikut: sanksi administratif, berupa

pembatalan penetapan pemenang dan sanksi

daftar hitam sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.



RAPAT PERSIAPAN PENANDATANGANAN KONTRAK (RPPK)

 PPK dan Penyedia wajib melaksanakan RPPK setelah diterbitkan

SPPBJ.

 Dalam RPPK, paling sedikit dibahas hal-hal sebagai berikut:

a. Dokumen Kontrak dan kelengkapan;

b. Kelengkapan Rencana Keselamatan Konstruksi;

c. Rencana penandatanganan Kontrak;

d. Rencana pemberdayaan tenaga kerja praktik/magang (bila

ada);

e. Jaminan Uang Muka (ketentuan, bentuk, isi, waktu

penyerahan);

f. Jaminan Pelaksanaan (ketentuan, bentuk, isi, waktu

penyerahan);

g. Asuransi;

h. Hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi

penawaran; dan/atau

i. Hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat rapat

persiapan penunjukan penyedia.



RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK (RPPK2)

 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK

dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan

Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus

sudah menyelenggarakan RPPK2.

 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam RPPK2

meliputi:

a. RMPK;

b. pelaksanaan RKK;

c. organisasi kerja;

d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;

e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang

metode kerja yang memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan

Kerja;

f. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan

Tenaga Kerja Konstruksi;

g. penyusunan rencana pengukuran/pemeriksaan bersama; dan

h. hal-hal lain yang dianggap perlu.



F. SERAH TERIMA HASIL 

PEKERJAAN

Setelah penandatanganan BAST Akhir Pekerjaan, PPK menyerahkan hasil 

pekerjaan kepada PA/KPA, PA/KPA meminta PPHP untuk melakukan 

pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan yang diserahterimakan



TERIMA KASIH


